
 

 
 

 

 
 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR 79 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 043 

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM 

NEGERI BAGI BUPATI,WAKILBUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAN PEGAWAI TIDAK TETAPDI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BREBES, 

 
Memperhatikan   :   a.   bahwa 

sehubungandenganadanyapenyesuaiantunjangantransporta 

sibagipimpinandananggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah 

KabupatenBrebes, makaPeraturanBupatiBrebesNomor 043 

Tahun 2015 tentangPedomanPelaksanaanPerjalananDinas 

Dalam NegeriBagiBupati, WakilBupati, 

PimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah, 

PegawaiNegeriSipildanPegawaiTidakTetap  Di 

LingkunganPemerintahkabupatenBrebesperludiadakanperu 

bahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Perturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 



 

 
 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Brebes; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

MajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, 

DewanPerwakilan Daerah, danDewanPerwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182); 



 

 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

HakKeuangandanAdministratifPimpinandanAnggotaDewanP 

erwakilan Rakyat Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 



 

 
 

14. PeraturanMenteriKeuanganNomor 33 Tahun 2016 

tentangStandarBiayaMasukanTahunAnggaran 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341) 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 

14A); 

16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi 

Bupati, Wakil bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Brebes sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes 

Nomor 043 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil bupati, 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2017 Nomor 76); . 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 043 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM 

NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAN PEGAWAI TIDAK TETAPDI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BREBES. 

Pasal I 

BeberapaLampirandalamPeraturanBupatiBrebesNomor        043        Tahun        2015 

tentangPedomanPelaksanaanPerjalananDinasDalamNegeriBagiBupati, WakilBupati, 

PimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah, 

PegawaiNegeriSipildanPegawaiTidakTetap   di 



 

 
 

LingkunganPemerintahKabupatenBrebes (Berita Daerah KabupatenBrebesTahun 

2015 Nomor 27B) diubahsebagaimanatercantumdalamLampiran yang 

merupakanbagiantidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

Pasal II 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 
 

Ditetapkan di Brebes 

Padatanggal 

BUPATI BREBES, 

 
 
 

 
IDZA PRIYANTI 



 

 
 

E. DAFTAR PENGELUARAN RIIL 
 
 

KOP SURAT 
 
 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 
NIP : 
Jabatan : 

 
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 
............................................. Nomor .............................., dengan ini kami 
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

 
1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti 

pengeluarannya, meliputi : 
No Uraian Jumlah 

   

   

 Jumlah  

 
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk 

pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat 
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan 
tersebut ke Kas Umum Daerah. 

 
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Mengetahui/Menyetujui Brebes,   ............................... 
Pengguna Anggaran/Kuasa  Pejabat Daerah/Pegawai Daerah 

Pengguna Anggaran Yang Melakukan Perjalanan Dinas, 

 

.................................... .......................................... 
NIP. ............................. NIP. ............................... 

 
 

 
BUPATI BREBES, 

 
 

 
IDZA PRIYANTI 
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